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PENETAPAN 

Nomor 97/G/TF/2023/PTUN.SMG 

  

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

 

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, 

dengan acara biasa secara elektronik, telah menetapkan dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara: 

1. Ny.SOEKO ADI WARTINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan 

Pensiunan, tempat tinggal Perum Lempongsari Blok A No.33 RT 010 RW 028 

Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta; 

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT I; 

2. Ir. H. SOEKO EDI LEGANTO, SP, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan 

Pensiunan PLN, tempat tinggal Komplek Hidro 2/16 Jalan Ngesrep Barat 3 RT 

005 RW 006, Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang;  

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT II ; 

Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memberikan Kuasa kepada : 

1. HENDRA BASKARA,S.H., M.H.; 

2. ATOK YULIANTO, S.H.; 

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor 

di jalan Manggis Gang I RT.03/ RW.08,( belakang Pabrik Mediatama), Desa  

Gawanan Timur, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar HP/WA 

08562820799, email : hendra_baskara@rocketmail.com, berdasarkan Surat 

kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2023 dan Surat Kuasa  Khusus 

tertanggal 8 Januari 2024;  

Selanjutnya di sebut sebagai PARA PENGGUGAT; 

 

M E L A W A N : 

1. PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daup 6 Yogyakarta, tempat 

kedudukan Jalan Lempuyangan No. 1 Tegal Penggung, Kecamatan 

Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; dalam hal ini 
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berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; KI.503/I/I/DO.6.2024 tanggal 2 

Januari 2024 memberikan Kuasa kepada 

1. Nama : WISNY TRI ARIYANTI; 

 Jabatan : Manager Hukum Daerah Operasi 6 Yogyakarta 

PT Kereta Api Indonesia (Persero); 

2. Nama : SATRIA ADHITYA; 

 Jabatan : Senior Legal Spesialist Daerah Operasi 6 

Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero); 

3. Nama : YULIANTO SETYO NUGROHO 

 Jabatan : Pelaksana Hukum Daerah Operasi 6 

Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero); 

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : pekerja PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang 

beralamat di Jalan Lempuyangan No.1, Yogyakarta, Email : 

yuliantosn230@gmail.com; 

Selanjutnya di sebut sebagai  TERGUGAT I; 

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan Republik 

Indonesia (Kemenhub RI), tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka 

Barat No. 8 RT 002 RW 003, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta 

Pusat, DKI Jakarta, Email : advokasi.rokum@gmail.com; 

Selanjutnya di sebut sebagai  TERGUGAT II; 

3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, tempat kedudukan Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Sawah 

Besar, Central Jakarta, Jakarta Raya 10710, Email : 

bankum2b.kemenkeu@gmail.com; 

Selanjutnya di sebut sebagai  TERGUGAT III; 

4. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, tempat kedudukan Komplek 

Balaikota Surakarta, Jalan Jendral Sudirman No. 2, Kota Surakarta, Jawa 

Tengah ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 

1. Nama : YENI APRILIAWATI, S.H., M.P.S.,M.Eng; 

 Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta; 

2. Nama : VEKY NOVIAN SASONO, S.H.; 
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 Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi 

Hukum pada bagian Hukum Setda Kota Surakarta; 

3. Nama : HESTINING SUSANTI, S.H.; 

 Jabatan : Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota 

Surakarta 

4. Nama : FX. SASADARA PASKA, S.H.; 

 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada 

bagian Hukum Setda Kota Surakarta; 

5. Nama : TRIWULAN DWI HANDAYANI, S.H.; 

 Jabatan : Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda 

Kota Surakarta 

6. Nama : ARDYANTO IMAM WICAKSONO, S.H.; 

 Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum 

Setda Kota Surakarta; 

7. Nama : ZAKY BASWENDRA WIBHAWA, S.H.; 

 Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum 

Setda Kota Surakarta; 

8. Nama : MUHAMMAD ARIF FAUZI, S.H.; 

 Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan pada 

Bagian Hukum Setda Kota Surakarta ; 

Kesemuanya berkewarganegaran Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil 

Negara pada Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Komplek 

Balaikota Surakarta, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, 

Email : hukumhamsolo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

Nomor : Hk/10/2024,tanggal 02 Januari 2024; 

Selanjutnya di sebut sebagai  TERGUGAT IV  

5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta, tempat kedudukan 

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29 Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, 

Email : pmpp.kantahska@gmail.com; 

 Selanjutnya di sebut sebagai  TERGUGAT V;    

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca: 



Penetapan Pencabutan Nomor  97/G/TF/2023/PTUN.SMG 
Halaman 4 

 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor:           

97/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.SMG, tanggal 22 Desember 2023, tentang 

Penetapan Lolos Dismissal; 

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor   

97/PEN-MH/2023/PTUN.SMG, tanggal 22 Desember 2023, tentang 

Penunjukan Majelis Hakim;  

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor  

97/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG, tanggal 22 Desember 2023, tentang 

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; 

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

Nomor 97/PEN-PP/2023/PTUN.SMG, tanggal 22 Desember 2023, tentang 

Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; 

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

Nomor 97/PEN-HS/2023/PTUN.SMG, tanggal 15 Januari 2024, tentang 

penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; 

6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 15 Januari 2024 

beserta Lampiran Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2024; 

7. Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut; 

TENTANG DUDUK SENGKETA 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 

Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Desember 2023, dengan Register 

Perkara Nomor 97/G/TF/2023/PTUN.SMG; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan 

Persiapan sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 

dan hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 dengan memberikan penjelasan untuk 

perbaikan formal gugatan serta meminta keterangan dari masing-masing 

Tergugat;  

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan yang ke 2 (dua ) hari 

Senin tanggal 15 Januari 2024, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya 

menyampaikan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 15 Januari 

2024, dengan alasan diantaranya : Penggugat menganggap surat gugatan 
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kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/ perbaikan posita dan 

petitum gugatan; 

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang 

diajukan oleh  Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya 

sebagai berikut; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

               Menimbang, bahwa permohonan Para Penggugat sebagaimana yang 

terurai dalam duduk sengketa di atas; 

                Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan Gugatan yang 

diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan 

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, yang mengatur bahwa:  

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat 

memberikan jawaban; 

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan 

gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila 

disetujui Tergugat; 

               Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui bahwa pemeriksaan 

sengketa ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, perbaikan gugatan 

dan melengkapinya dengan data yang diperlukan oleh karena itu belum sampai 

pada tahapan bagi Tergugat untuk memberikan Jawaban atas Gugatan yang 

diajukan oleh Para Penggugat; 

              Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut apabila 

dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, menurut Majelis Hakim bahwa 

dalam proses pemeriksaan perkara yang masih dalam tahapan Pemeriksaan 

Persiapan, terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh 

Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, oleh karena itu 

pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan 

Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat beralasan hukum 

untuk dikabulkan; 
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             Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan 

yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan 

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara 

Nomor : 97/G/TF/2023/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan; 

             Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan 

yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat 

dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar 

Penetapan ini; 

              Mengingat, Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-

perundang-undangan lainnya yang berkaitan; 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh  Para 

Penggugat; 

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

untuk mencoret perkara Nomor 97/G/TF/2023/PTUN.SMG dari register 

perkara yang sedang berjalan; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar                         

Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, tanggal                         

18 Januari 2024 oleh, NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua 

Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., dan CHRISTIN ANDRANI 

S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut 

diucapkan  dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik 

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 

oleh Majelis Hakim tersebut  di atas yang dibantu oleh WIWI WIDIASTUTI, 

S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 



Penetapan Pencabutan Nomor  97/G/TF/2023/PTUN.SMG 
Halaman 7 

 

dengan dihadiri secara oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum 

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV, dan Tergugat 

V; 

HAKIM ANGGOTA,                                          HAKIM KETUA MAJELIS, 

 

          ttd                                                                         ttd 

                                        

 

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.,              NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.               

 

 

           ttd 

   

CHRISTIN ANDRIANI, S.H.,M.H.    

    

PANITERA PENGGANTI, 

                                              

ttd 

 

 

WIWI WIDIASTUTI, S.H., 

 

 

RINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 97/G/TF/2023/PTUN.SMG: 
1. PNBP  : Rp. 70.000,- 
2. Biaya ATK  : Rp.   225.000,- 
3. Biaya Panggilan Sidang  : Rp.   174.000,-          
4. Meterai     : Rp.     10.000,- 
 Jumlah  : Rp.  479.000,-                                                            

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) 

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Tingkat Pertama 
Didi Sunardi S.H,.M.H. - 196601301994031001
Digital Signature
 
Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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